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KAJIAN PUSTAKA

A. Transparansi

Menurut Sujarweni transparansi dapat memberikan sebuah informasi
keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta taat kepada
peraturan perundang-undangan.! Transparan adalah prinsip yang dapat
menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan atau instansi sektor publik pemerintah,
yakni informasi tentang kebijakan,proses pembuatan, dan pelaksanaan serta
hasil-hasil yang dicapainya.

Menurut pakar ahli Coryanata dalam mencapai good governance maka
diperlukan prinsip transparansi. Transparansi ini diawali dengan dasar arus
informasi yang bebas dari pengaruh pihak manapun serta dapat dipantau oleh
orang lain.? Definisi lain menurut Abdul Halim berpendapat keterbukaan dapat
diartikan sebagai transparansi, yang dikaitkan dengan akuntabilitas memiliki
arti bahwa pertanggungjawaban dapat dilihat oleh masyarakat umum untuk

sebagai penilaian pemerintah.®

!V Wiratna Sujarweni, “Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan

Desa”,(Yogyakarta: Pustaka baru press, 2015), him. 28.

2 Isma Coryanata.. “Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan
Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan
Daerah” Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2 Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu,
2012, him. 114.

3 Abdul Halim, “Akuntansi keuangan Daerak ”, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), him 40.
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Transparansi dalam bahasa arab disitilahkan dengan Al Syafafiyyah.
Menurut Muhammad dan Al Syayyab bahwa implementasi transparasi telah
ada sejak kedatangan Islam itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan dibukanya
ketika ada “kesalahan perilaku” antara Nabi SAW dengan istri-istinya serta
sahabat-sahabatnya. Hal ini bisa dilihat dalam QS. Abasa ayat 1-2. dan Al
Tahrim ayat 1.4

Praktik transparasi keuangan publik pernah dilakukan oleh khalifah Abu
Bakar Shidig, sebagaimana diriwayatkan dalam Riwayat Aisyah mengatakan
bahwa ketika Abu Bakar Shidik sedang sakit ia berkata, lihatlah apa yang
bertambah pada hartaku setelah aku menjadi pemimpin, kirimkanlah harta
tersebut kepada khalifah setelahku, lalu kami melihat ada dua hamba sahaya,
maka kami mengirimkan kembali kedua hamba sahaya tersebut kepada Umar,
lalu Umar menangis dan berkata semoga allah merahmatai Abu Bakar, khilafah
yang setelahnya memiliki beban yang sangat berat. Al Qanadily mengatakan
bahwa pelajaran manajerial yang bisa diambil dari cerita yang diriwayatkan
oleh istri Rasul SAW sekaligus anak perempuan Abu Bakar di atas adalah
bahwa sesorang pemimpin harus membangun transparasi dalam muamalah dan
menjelaskan harta yang menjadi tanggungannya, dimana ia memisahkan mana
hartanya dan mana yang bukan (fasilitas negara). Pada kisah ini kita juga

mendapatkan pentingnya tranpsarasi keungan dan pentingnya aturan yang

4 Kementrian Agama RI, Qur’an Kemenag, QS. Abasa ayat: 1-2
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mengatur transparansi darimana harta yang dimiliki oleh pegawai sehingga
perlu adanya akuntansi manajerial.®
1. Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran juga sangat penting dalam meningkatkan
pengawasan. Kriteria anggaran dapat disusun oleh eksekutif bisa dikatakan
transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu: Adanya pengumuman
kebijakan anggaran yang jelas, Adanya dokumen anggaran yang mudah
dicari, Tersedianya laporan pertanggungjawaban tepat waktu, Terakomodir
aspirasi/usulan rakyat, Serta Terdapat suatu sistem pemberian informasi
kepada publik,

Definisi menurut karina menyebutkan bahwa transparansi anggaran
memiliki prinsip-prinsip yang dapat diukur dalam sejumlah indikator yaitu:
a. Mekanisme untuk menjamin semua proses pelayanan publik memiliki

sistem keterbukaan serta memiliki standarisasi
b. Memfasilitasi mekanisme tentang proses-proses dalam sektor publik

tentang berbagai pelayanan maupun kebijakan publik
c. Memfasilitasi tentang mekanisme penyebaran informasi serta tindak
penyimpangan aparat publik dalam melayani kegiatan dalam bentuk

pelaporan®

5 Jawahir Al Qanadily,”Qadhaya Fi Al Idarah Al Tarbawiyyah Al Muashirah Min Mandzuri
Islam”, (Arab Saudi: PMEC, 2016), him. 61.

6 Loina Lalolo Karina, “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan
Partisipasi”, (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2014), him. 20.
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Transparansi merupakan keterbukaan organisasi/instansi pemerintah
dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan
sumberdaya publik kepada pihak—pihak yang membutuhkan informasi.
Organisasi/instansi  pemerintah  berkewajiban memberikan informasi
keuangan dan informasi lainya yang akan digunakan untuk pengambilan
keputusan oleh pihak—pihak yang berkepentingan. Transparansi keuangan
Organisasi/instansi  pemerintah merupakan pertanggungjawaban dalam
pengelolaan keuangan kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media
informatif. Pertanggungjawaban yang transparansi terhadap penyajian
laporan keuangan diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang
berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi
tersebut.

Transparansi sangat berhubungan erat dengan ilmu akuntansi. Akuntansi
untuk universitas (perguruan tinggi) dibedakan menjadi dua kelompok yaitu
universitas yang dikelola oleh pemerintah dan universitas yang dikelola oleh
swasta. Universitas (perguruan tinggi) yang dikelola oleh pemerintah
(universitas pemerintah), pelaksanaan akuntansinya menggunakan standart
akuntansi governmental accounting standard board (GASB) No.15 Tentang
pelaporan keuangan untuk universitas. Untuk universitas yang dikelola oleh
pihak swasta (universitas non-pemerintahan), pelaksanaan akuntansinya
menggunakan standar akuntansi financial accounting standard board

(FASB) No.117 tentang laporan keuangan untuk organisasi nirlaba.
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FASB statement 117 tidak secara spesifik mengklasifikasikan pendapatan
dan beban secara khusus. Universitas pemerintah dan nonpemerintah dapat
mengklasifikasikan pendapatan dan beban menurut dari sumber dan
fungsinya. Pendapatan dana lancer dilaporkan dengan dasar akrual dan
diklasifikasikan ~menurut sumber-sumbernya. Kategori pendapatan
universitas yang umum meliputi: Biaya kuliah (tuition fees), Pemberian
(derma) dari berbagai level pemerintahan (government appropriations), Dana
bantuan pemerintah dan kontrak (government grants and contracts), Hadiah,
dana bantuan, dan kontrak (gifts and private grants), Penerimaan permanen
(endowment income), Keuntungan atau kerugian penjualan investasi (gains
or losses on sales of investments),

Klasifikasi biaya pengeluaran Pendidikan dan biaya umum meliputi
beberapa biaya-biaya sebagai berikut:

1) Pendidikan dan umum (education and general)

Meliputi penelitian departemen dan pengajaran, pelayanan publik,

perpustakaan serta pelayanan mahasiswa
2) Sponsor penelitian (sponsoreda research)

3) Operasional dan pemeliharaan bangunan (operasional and maintenance of
plant)

4) Administrasi umum (general administration)

5) Biaya atas bantuan perusahaan (expenses of auxiliary enterprises)
Jenis-jenis dana yang digunakan dalam akuntansi universitas meliputi

beberapa hal sebagai berikut:
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1) Dana operasional lancar (current operating funds)
Dana lancer universitas/perguruan tinggi yang setara dengan dana umum
pemerintah dan dana pendapatan khusus yang digunakan oleh universitas
untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sehar-hari. Sumber dana
lancar ada yang dibatasi ada yang tidak dibatasi. Secara khusus dana lancer
dapat digunakan untuk tujuan Pendidikan atau untuk tujuan bisnis.

2) Dana pinjaman (loan funds)
Dana yang digunakan oleh universitas untuk menberikan pinjaman kepada
mahasiswa pegawai universitas, dan pihak-pihak yang lain terkait dengan
kepetingan universitas.

3) Dana permanen (endownment funds)
Dana permanen pemerintah yang digunakan untuk investasi dan hasilnya
dimanfaatkan universitas

4) Dana anuitas dan pension (annuity and life income funds)
Dana ini merupakan jenis khusus dari dana permanen.

5) Dana pembangunan (plant funds)
Dana yang digunakan universitas untuk pembangunan, penggantian
bangunan, dan ditanamkan pada investasi pembangunan

6) Dana perwakilan atau peragenan (agency founds)
Dana yang digunakan untuk agen fiscal pihak luar, seperti organisasi

mahasiswa atau organisasi pegawai.
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B. Akuntabilitas

Menurut pakar ahli Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas merupakan
suatu pertanggungjawaban kepada khalayak publik setiap aktivitas yang telah
dilakukan.” Definisi lain menurut ahli Sudin Siahan akuntabilitas adalah suatu
kewajiban seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi untuk
memberikan pertanggung jawaban serta menerangkan Kinerja kepada pihak
yang mempunyai kewajiban atau hak untuk meminta keterangan keberhasilan
atau kegagalan dalam pertanggungjawabanya selama periode berjalan.®

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah
(agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan,
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memilik hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Dalam konteks sebuah
organisasi, akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan
disclosure atas berbagai aktivitas finansial organisasi kepada pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan dengan laporan tersebut. Sebagai contohnya
pemerintah baik pusat ataupun daerah harus bisa menjadi sebuah subjek

berbagai pemberi informasi dalam rangka memenuhi hak-hak publik.

Akuntabilitas dalam bahasa arab diistilahkan dengan musa’alah (dsbue ;
(Musa’alah) berbeda dengan 453« (pertanggungjawaban). Kata mas’uliyyah

lebih kepada akhlak, yaitu komitmen seseorang untuk bertanggungjawab

" Mardiasmo, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, (Yogyakarta: Andi, 2018),
him. 45.
8 Sudin Siahaan, “Menuju BPK Idaman”, (Jakarta: Prenada, 2012), him. 22.
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terhadap apa yang diucapkan atau dikerjakan® Menurut Marwiyah bahwa
amanah dalam perspektif publik administrasi sama dengan akuntabilitas dan
responsibilitas. Unsur pembentukan sifat amanah adalah bertanggungjawab.
Orang yang amanah adalah orang yang mampu bertanggungjawab
(responsibility) dan mempertanggungungjawabkan (accountability) amanah
yang dipercayakan kepadanya.'®

Akuntabilitas dalam Islam berbeda dari akuntabilitas konvensional.
Mayoritas cendekiawan Muslim menekankan bahwa pemahaman akuntabilitas
dalam Islam lebih luas daripada apa yang biasanya dipahami dalam
akuntabilitas konvensional karena pendekatan akuntabilitas konvensional.
Dalam Islam hubungan pertanggungjawaban tidak hanya melibatkan hubungan
antara manajemen suatu organisasi dan para pemangku kepentingannya, seperti
penyedia sumber daya keuangannya, atau pemerintah dan masyarakat pada
umumnya, tetapi juga melibatkan hubungan antara manajemen dan Tuhan,
sebagai pemilik utama dari segalanya. Dalam konsep Islam, akuntabilitas
bukan hanya dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan hukum akuntabilitas,
melaikan memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk memenuhi hubungan dengan
Sang Pencipta alam Semesta. Selain itu dalam konsep Islam, tidak ada

perbedaan dalam cara menunjukkan akuntabilitas kepada Sang Khalik dan

® Anan Muhammad and Ahmad Muhammad Al Syayyab, “Mafahim Idariyyah Mu ashirah”,
(Arab Saudi: Al Manhal, 2014), him. 77.

10 Siti Marwiyah, “Kepemimpinan Spiritual Profetik Dalam Pencegahan Korupsi”,
(Surabaya: Jakad Publishing, 2018), him. 80.
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makhluknya karena akuntabilitas kepada Sang Khalik ditafsirkan juga sebagai
akuntabilitas kepada masyarakat.!*

Akuntabilits (accountability) adalah konsep lebih luas dari stewardship
yang mengacu pada pengelolaan dalam suatu aktivitas secara ekonomis dan
efisien tanpa harus dibebani kewajiban untuk melaporkan. Sedangkan
accountability mengacu dalam pertanggungjawaban oleh steward kepada
pemberi tanggungjawab. Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek dan
lebih sulit untuk mewujudkanya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas
publik ini terdapat dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical accountability)

Merupakan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengelolaan
dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban
dinas (unit-unit kerja) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada
MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability)

Merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat
luas. Dalam islam, juga sudah diatur secara detail bagaimana setiap orang
harus memiliki tanggungjawab pada masing-masing amanah yang
diberikannya dan melaksanakannya dengan tuntas. Seperti dalam Al-

Quran surah Ash-Shaffat ayat 102, yang artinya: “Maka tatkala anak itu

11 Hasan Basri, A.K. Siti Nabiha, M.Shabri Abd. Majid, “Accounting and Accountability in
Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars’ Perspective”, Jurnal Gadjah Mada
International Journal of Busines VOI. 18 No. 2, Mei-Agustus 2016, him 209.
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sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim
berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku
menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai
bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaAllah kamu
akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (QS. Ash-Saffat:
102).12

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Nabi Ibrahim a.s
mengajarkan sikap tanggungjawab terhadap anaknya, Ismail a.s. Beliau
menanyakan bagaimana pendapat Ismail tentang mimpinya. Lalu Ismail
memilih menuruti perintah Allah ta’ala yang mana ia berarti memiliki rasa
tanggungjawab terhadap Sang Maha Kuasa. Tanggungjawab berarti juga
melaksanakan semua amanah-amanah yang sudah diberikan kepada
seseorang yang diamanahi. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat
58, yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk
menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila kalian menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu
menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat” (An-Nisa: 58)**

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk

menjalankan amanah bagi orang yang diberi amanah. Karena menjalankan

12 Kementrian Agama RI, Qur’an Kemenag, Surat Ash-Saffat: 102
13 Kementrian Agama RI. Qur’an Kemenag. Surat Al-Maidah : 88.
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amanah merupakan bagian dari sebuah pertanggungjawaban. Dalam hadist
yang membahas mengenai kewajiban menjalankan suatu amanah,
Rasulullah Shallallahualaihi wa sallam bersabda, yang artinya:*
Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, dan
janganlah kamu menghianati orang yang menghianatimu” (diriwayatkan
oleh Imam Ahmad).

Hadits tersebut menjelaskan kewajiban untuk menjalankan amanah-
amanah yang wajib atas manusia mulai dari hak-hak Allah Azza wa Jalla
atas hamba-hambanya seperti shalat, zakat, puasa, kaffarat, nazar-nazar,
dan lain sebagainya. Maupun hak-hak sesama hamba, seperti titipan,
tanggungjawab, dan lain sebagainya dari apa yang diamanahkan kepada
mereka.

Menurut Mardiasmo menyebutkan bahwasanya terdapat empat dimensi
akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:'*
1. Akuntabilitas Kejujuran

Adapun yang dimaksud dengan Akuntabilitas kejujuran
(accountability for probity) yaitu terkait dengan penghindaran
penyalahgunaan jabatan (abuse of power).
2. Akuntabilitas Proses
Akuntabilitas proses ini berkaitan dengan apakah prosedur yang
digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal

kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan

% 1bid.,HIm. 55.
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prosedur administrasi. Akuntabilitas proses tersebut termanifestasikan
melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah
biaya.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas
proses ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya
mark up dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta
sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan
mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanannya.

Akuntabilitas program tersebut terkait dengan pertimbangan apakah
tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah
mempertimbangkan program alternatif yang dapat memberikan hasil
yang optimal dengan biaya yang minimal.

3. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan ini terkait dengan adanya pertanggung jawaban
pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang
diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

4. Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas hukum (legal accountability) yaitu terkait dengan jaminan
adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang
disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

C. Pengelolaan Anggaran
Menurut Adisasmita Rahardjo Mendefinisikan pengelolaan secara

etimologi berasal dari kata “Kelola” istilah yang dipakai didalam ilmu
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manajemen biasanya merujuk pada proses mengurus serta menagani sesuatu
dalam mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan juga sudah diatur dalam
Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan negara. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun
2004 Bab I ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan negara adalah keseluruhan
kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban.®
Terdapat beberapa tahap pengelolaan keuangan menurut Adisasmita
Rahardjo yang terdiri dari:
1. Tahap Perencanaan
Perencanaan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk
memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di
masa yang akan datang. Tahap Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan
merupakan implementasi atau eksekusi dari suatu anggaran pendapatan
atau belanja
2. Tahap Penatausahaan
Penatausahaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan
secara sistematis (teratur dan masuk akal / logis) dalam bidang keuangan

berdasarkan prinsip,standar, serta prosedur tertentu. Sehingga, informasi

15 Adisasmita, R, “Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah”, (Yogyakarta: Graha
llmu, 2011), him. 45.
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aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat

segera diperoleh

. Tahap Pelaporan

Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk
menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang
telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan
tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.
Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi
yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota
organisasi, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi
organisasi nirlaba. Menurut Mardiasmo Tujuan laporan keuangan
organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah sebagai berikut.®
a. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan
informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber
daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan
keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam
menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta

kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.

16 Mardiasmo, “Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”, (Yogyakarta: Andi, 2017),

him. 21.
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c. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam
menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan
tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

d. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban,
data kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa
dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan
sumber daya tersebut.

e. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu
periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan
keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta
informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara
bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk
menilai kinerja

f. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh
dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan
pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi likuiditas organisasi.

g. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai
dalam memahami informasi keuangan yang diberikan

4. Tahap Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban merupakan suatu tahap akhir yang dilakukan

setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada pihak yang
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berkepentingan. Adanya sumber pendanaan dari berbagai pihak
menimbulkan adanya suatu keharusan untuk melakukan pertanggung
jawaban terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan.
Dalam ayat 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Bab |
menyatakan bahwa tanggungjawab keuangan negara merupakan
kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, dan transparan dengan memperlihatkan rasa keadilan dan
kepatuhan. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
Akuntansi organisasi nirlaba meliputi bentuk laporan keuangan dan nama-
nama rekening berdasarkan pola PSAK No.45. Unsur-unsur laporan
keuangan berdasarkan PSAK No.45.
a. Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan merupakan nama lain dari neraca pada
laporan keuangan lembaga komersial.Laporan ini memberikan
informasi mengenai besarnya aset atau harta lembaga dan sumber
perolehan aset tadi (bisa dari hutang atau dari aktiva bersih) pada satu
titik tertentu.
b. Laporan aktivitas
Laporan aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan
dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Pendapatan
digolongkan berdasarkan restriksi atau ikatan yang ada. Sedangkan

beban atau biaya disajikan dalam laporan aktivitas berdasarkan kriteria
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fungsional, dengan demikian beban biaya akan terdiri dari biaya
kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.
c. Laporan arus kas
Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar
untuk suatu periode. Periode yang dimaksud adalah periode sama
dengan yang digunakan oleh laporan aktivitas. Penyajian arus kas
masuk dan keluar harus digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu
sebagai berikut:
1) Aktivitas Operasi
Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus
kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional
lembaga. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi adalah
Surplus atau defisit lembaga (datanya diambil dari laporan aktivitas),
Depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap sebagai
biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap tahun, Perubahan
pada account piutang lembaga. Account (perkiraan buku besar) lain
seperti: persediaan, biaya dibayar di muka dan lain-lain.
2) Aktivitas Investasi
Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan
pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga.
Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap,
penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain. Beberapa

contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi yaitu
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Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud, dan
aset jangka Panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang
dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Penerimaan kas
dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan, serta aset tidak
berwujud dan aset jangka panjang lain.
3) Aktivitas Pendanaan
Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait
dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban
hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-
defisit lembaga. Transaksi lain yang mengakibatkan perubahan arus
kas masuk dan keluar dalam kelompok ini yaitu Penerimaan kas dari
penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka Panjang,
Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang
penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan dan
pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi, Bunga
deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
d. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak
terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar
seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui
pembacanya sudah diungkapkan.
Catatan atas laporan keuangan dapat berupa Perincian dari suatu

perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap serta Kebijakan
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akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan serta tarif yang
digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan piutang yang
tidak dapat ditagih serta presentase yang digunakan untuk
pencadangannya.t’
D. Organisasi Mahasiswa
Organisasi mahasiswa merupakan organisasi yang beranggotakan
mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang
dilaksanakan di dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler. Menurut
Suhardianto organisasi mahasiswa (ORMAWA) intra kampus merupakan
organisasi yang mendukung pengembangan kepemudaan atau mahasiswa yang
terdapat di perguruan tinggi sesuai dengan pedoman dan peraturan yang
berlaku. ¥ Mahasiswa merupakan generasi muda yang mempunyai Semangat
hidup tinggi, dinamis, dan menjadi pandu perubahan bangsa dan negara, serta
sebagai agen perubahan sekaligus sumber kekuatan moral. Oleh karena itu,
diperlukan sebuah wadah berupa organisasi kemahasiswaan yang menampung
berbagai aktivitas dan kreativitas mahasiswa.
Organisasi nirlaba atau organisasi nonprofit adalah suatu organisasi yang
bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik
perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian

terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).Organisasi nirlaba

7 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “Standar Akuntansi Keuangan revisi ¢, (Jakarta: Salemba
Empat, 2016) him. 45.

18 Suhardianto, N., Surgandhi, H, “Akuntabilitas Organisasi Mahasiswa Akuntansi”, Jurnal
Riset dan Manajemen Aplikasi VVol.1,N0.3,2016, him. 177.
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meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik,
organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan,
organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute riset,
museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Organisasi kemahasiswaan di lingkungan IAIN Tulungagung merupakan
kelengkapan non-struktural yang diharapkan ikut mewujudkan Visi dan Misi
IAIN Tulungagung. Sistem organisasi kemahasiswaan harus dibangun dan
diletakkan dalam format yang sesuai dengan aturan, norma, dan perundang-
undangan yang berlaku. Maksud dari keberadaan organisasi mahasiswa seperti
yang diatur dalam Pasal 5, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 mengenai pedoman organisasi
mahasiswa dalam perguruan tinggi yaitu:

1. Mengembangkan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan
kecendekiawan, serta peningkatan integritas kepribadian untuk mencapai
tujuan pendidikan tinggi.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan
atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

3. Mengembangkan diri mahasiswa untuk penanaman sikap ilmiah,
pemahaman tentang profesi, meningkatkan kerjasama, serta

menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan

Sedangkan dalam hal pendanaan, organisasi mahasiswa terdapat aturan

dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.
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155/U/1998, BAB V, Pasal 10 yang menjelaskan bahwa pembiayaan organisasi
mahasiswa dibebankan pada anggaran perguruan tinggi tempat organisasi
mahasiswa tersebut berkedudukan dengan seijin pimpinan perguruan tinggi.
Oleh sebab itu, organisasi mahasiswa memerlukan suatu aturan atau perangkat
yang mengatur kebutuhan akan penyediaan informasi dalam rangka

meningkatkan fungsi program kerja.

Perkembangan terkini mengenai pengelolaan perguruan tinggi yang masih
sering dibicarakan saat ini adalah perubahan status dari beberapa perguruan
tinggi menjadi pengelolaan keuangan badan layanan umum (PK-BLU) yang
diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 yang kemudian digantikan dengan PP
Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor
23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum.
Perubahan status perguruan tinggi menjadi PK-BLU semakin menekan untuk
melaksanakan prinsip GUG (Good University Governance) tersebut sehingga

target dari perguruan tinggi tersebut dapat tercapai.

Suhardianto menyatakan bahwa hukum juga mengatur organisasi yang
diharuskan untuk mempertanggungjawabkan keiatan setidaknya pada
tingkatan minimum pada tahun 2016. Hal tersebut menandakan bahwa dalam
menjalankan kegiatannya, pengelolaan anggaran harus di
pertanggungjawabkan sekecil apapun. Seperti yang di atur dalam Undang-
undang Nomor 16 tahun 2001 pasal 48, organisasi nonprofit di Indonesia wajib

menyajikan laporan kepada para pemangku kepentingan. Hal tersebut menjadi
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sebuah landasan yang jelas untuk organisasi mahasiswa dalam pembuatan
laporan pertanggung-jawaban.*®

Selain itu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 45) memberikan
panduan pelaporan keuangan yang memiliki tujuan untuk mengatur pelaporan
keuangan entitas nirlaba atau bisa disebut dengan organisasi nonprofit. Dengan
adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan entitas nirlaba dapat
lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang
tinggi. Lebih dari itu, panduan laporan keuangan dapat didasarkan oleh
panduan penulisan laporan keuangan oleh masing-masing perguruan tinggi. 2°

Ebrahim menjelaskan konstruk akuntabilitas organisasi nonprofit menjadi

lima dimensi, yaitu :

1. Laporan dengan adanya pelaporan, organisasi dapat menyediakan data
yang tertulis dan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan.

2. Evaluasi dan penilaian kinerja. Evaluasi dan penilaian kinerja bermanfaat
untuk memberikan pandangan dan pertimbangan yang membangun dari
sudut pandang pihak eksternal maupun internal.

3. Partisipasi memberikan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang
berkepentingan di bawah organisasi yakni klien, penerima manfaat, dan

anggota organisasi.

9 1bid., him. 191.
20 Jkatan Akuntansi Indonesia, “Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan— edisi
revisi”,(Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo, 2015) hlm. 55.
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4. Regulasi diri sendiri. Regulasi diri sendiri pada organisasi nonprofit
membentuk standar atau pedoman terhadap kinerja atau sikap-sikap
mereka dalam hal akuntabilitas ke dalam organisasi itu sendiri.

5. Audit sosial. Audit sosial merupakan suatu proses yang kompleks yang
merupakan integritas atas elemen-elemen dari mekanisme akuntabilitas
yang lain (laporan, penilaian kinerja, partisipasi, dan regulasi diri
sendiri). Model yang digunakan dalam audit sosial secara umum adalah
dialog dengan stakeholders dan penguntaraan presepsi, komentar, dan
pandangan oleh para pemangku kepentingan kepada organisasi;

penerapan akuntansi sistematis dan benchmarking.?

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang sangat spesifik dan unik yang
ingin dicapai. Tujuan organisasi bisa bersifat kuantitatif ataupun kualitatif.
Tujuan kuantitatif dan kualitatif tersebut juga masih dapat dipilah lagi kedalam
tujuan yang bersifat finansial dan nonfinansial. Tujuan yang bersifat kuantitatif
misalnya adalah pencapaian laba semaksimal mungkin, penguasaan pangsa
pasar, pertumbuhan organisasi dan produktivitas organisasi. Tujuan kualitatif
misalnya efisiensi dan efektifitas organisasi, manajemen organisasi yang
Tangguh, moral karyawan yang tinggi, repurtasi organisasi, stabilitas,
pelayanan kepada masyarakat, corporate image dan sebagainya. Terlihat dari

tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta, perbedaan yang

2L Ebrahim A.,“Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs”, Djournal World
Development Vol. 31 No. 5, 2017, him. 819.
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sangat menonjol terletak pada tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor
swasta terdapat semangat yang tinggi dalam memaksimalkan laba (profit
motive). Sedangkan pada sektor publik tujuan utama organisasi bukan untuk
memaksimalkan laba, akan tetapi pemberian pelayanan publik (public service)
seperti: pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan, penegakan hukum,
transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik (misalnya:

penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat).

Pola pertanggungjawaban manajemen organisasi pada sektor publik
berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta memiliki
tanggungjawab kepada pemilik perusahaan/organisasi sedangkan pada sektor
publik bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dananya yang
digunakan dalam rangka pemberian pelayanan publik bersal dari masyarakat.
Pola pertanggungjawaban disektor publik bersifat vertical dan horizontal.
Pertanggungjawaban disektor publik bersifat vertical (vertical account ability)
merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang
lebih tinggi, misalnya pertanggugjawaban pemerintah daerah provinsi terhadap
pemerintah  pusat serta pemerintah  pusat kepada  parlemen.
Pertanggungjawaban  horizontal  (horizontal  accountability) adalah
pertanggung jawaban terhadap masyarakat luas atau dalam perguruan tinggi
sering disebut mahasiswa.

Perbedaan organisasi sektor publik dengan sektor swasta juga dapat dilihat
dari berbagai sumber pendanaan organisasi atau dalam manajemen keuangan

disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Didalam struktur pembiayaan
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sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk,jenis, dan tingkat
resiko pada sektor publik sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi,
charging for services, laba perusahaan milik negara,pinjaman pemerintah yang
berupa hutang luar negeri dan obligasi pemerintah serta pendapatan lain yang
sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan.

Kepengurusan Organisasi Mahasiswa tingkat institut/universitas di 1AIN

Tulungagung terdiri dari

1. Senat Mahasiswa (Sema).

Merupakan lembaga dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang
memegang fungsi kontrol terhadap pelaksanaan garis besar haluan
program lembaga kemahasiswaan sekaligus sebagai lembaga normatif
atau legislatif dan perwakilan mahasiswa tertinggi, yang mempunyai
fungsi menampung, mengawasi dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.??

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema).
Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) adalah organisasi eksekutif
mahasiswa tingkat institut yang berkewajiban melaksanakan aturan-aturan
MPM. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-F) adalah organisasi
eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas yang berkewajiban melaksanakan

aturan-aturan MPM dan Musma.??

22 1pid.,HIm. 19.
23 1bid.,Hal 21
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UKM adalah organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan
keterampilan mahasiswa di tingkat Institut sesuai dengan pengembangan
bakat minat dan keahlian. UKK adalah organisasi pengembangan kegiatan
minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat Institut, yang secara
struktural memiliki hubungan jalur organisatoris diluar kampus. UKM dan
UKK bersifat otonom ditingkat Institut. UKM dan UKK memiliki pedoman
organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi
kemahasiswaan. Musyawarah UKM dan UKK merupakan forum
pengambilan keputusan tertinggi di UKM dan UKK masing masing.

3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), terdiri dari:
a. Seni Rupa Sekar Kusir.
b. Theater Pro-test.
c. Bakat Minat.
d. Seni Musik Larantuka.
e. Geronimo.
f. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).
g. Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Himalaya.
h. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Dimensi.
i. Pencak Silat Pagar Nusa.
4. Unit Kegiatan Khusus (UKK), terdiri dari:
a. Pramuka.

b. Resimen Mahasiswa (Menwa) 869 Surya Cakti.
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c. Korp Suka Rela Palang Merah Indonesia Unit IAIN Tulungagung (KSR
PMI Unit IAIN Tulungagung).
d. Koperasi Mahasiswa (Kopma) al-Kautsar.
e. Radio Kampus Genius FM.
Komunitas Mahasiswa (KM).
Terdiri dari:
a. Bola Basket.
b. Marching Band Derap Swara Sangkakala.
c. 1AIN Voice (IVO).
Status Komunitas Mahasiswa (KM):
a. Organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan
mahasiswa di tingkat Institut yang bersifat khusus.
b. Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Institut.
c. Komunitas mahasiswa tidak berhak atas pengelolan dana DPP
sebagaimana diterima oleh UKM dan UKK.
d. Komunitas mahasiswa berhak atas fasilitas pengembangan
kegiatannya.
Fungsi KM oleh UKM/UKK adalah:
a. Melaksanakan program Komunitas Mahasiswa yang tidak ditangani

secara spesifik oleh UKM dan UKK.
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b. Berkoordinasi dengan pembina dan Wakil Rektor bidang
kemahasiswaan dan kerjasama untuk terlaksananya kegiatan
kemahasiswaan di tingkat Institut.?*

Tugas KM ditangani oleh UKM/UKK adalah:

a. Menjabarkan  dan melaksanakan program organisasi
kemahasiswaaan yang tidak ditangani oleh UKM dan UKK.

b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan
kemahasiswaan di tingkat Institut dengan pembina dan Wakil

Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Kepengurusan Organisasi Mahasiswa tingkat fakultas di IAIN Tulungagung

terdiri dari:

1. Senat Mahasiswa Fakultas (Sema-F), terdiri dari:

a. Sema-F Tarbiyah dan lImu Keguruan (FTIK).

b. Sema-F Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD).

c. Sema-F Syariah dan llmu Hukum (FASIH).

d. Sema-F Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (Dema-F), terdiri dari:
a. Dema-F Tarbiyah dan limu Keguruan (FTIK).

b. Dema-F Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD).

c. Dema-F Syariah dan llmu Hukum (FASIH).

d. Dema-F Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

24 1bid.,Hal 22
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3. Himpunan Mahasiswa Jurusan disesuaikan dengan nama jurusan yang
ada di fakultas masing-masing.

4. Organisasi Peminatan dan Keilmuan lainnya di tingkatan Fakultas diatur
lebih lanjut oleh Sema Fakultas dengan mempertimbangkan tujuan dan
asas manfaatnya, berkoordinasi dengan UKM/UKK/KM di tingkat
Institut dan harus mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas.?®

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berhubungan dengan pengambilan tema dari
“transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana pengembangan
Pendidikan organisasi kemahasiswaan” namun dengan penelitian terdahulu
memiliki perbedaan. Berikut beberapa sumber penelitian terdahulu yang
menjadi landasan penelitian ini :

Fitri Sukmawati.?® Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari
transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa pada
Pemerintah Desa di Kabupaten Garut tahun 2019. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Uji statistik
yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji
normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t
dan uji F menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution
(SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi

tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan

25 |bid.,Hal 23

2 Fitri Sukmawati, ” Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan
Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut” Jurnal llmiah Bisnis, Pasar Modal,
dan UMKM Volume. 2, No.1, Juni, 2019 HIm.52
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akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi
secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap
pengelolaan keuangan desa. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah
sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya
terletak pada objek penelitian dan metode penelitian yang dipakai.

Penelitian yang dilakukan oleh Mursalim Mursalim.?’ Tujuan dari
Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh
Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja
Keuangan dalam Penyelenggaraan Perangkat Daerah, Pendapatan Asli Daerah
Kota Gorontalo pada tahun 2019. Dalam penelitian ini penarikan sampel
menggunakan metode sensus yakni menjadikan seluruh populasi sebagai
sampel karena jumlah populasi yang kurang dari 100. Hasil dari penelitian ini
menemukan variabel akuntanbilitas, transparansi dan sistem pengendalian
intern berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada
Pendapatan Daerah Kota Gorontalo. Persamaan dengan penelitian sebelumnya
adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi.
Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode penelitian yang
dipakai.

Penelitian oleh Khairunnisa.?® Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk

mengetahui tentang pengaruh akuntabilitas dan transsparansi pengelolaan

27 Rusdi Abdul Karim dan Mursalim Mursalim, “ Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan
sistem pengendalian terhadap kinerja keuangan” Jurnal llmu Ekonomi Paradoks, Volume 2 Nomor
1 Januari 2019, him. 7

28 Zulkifli Umar, Cut Fittika Syawalina, dan Khairunnisa, “Pengaruh Akuntabilitas dan
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh”, Jurnal
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keuangan daerah terhadap kinerja instansi inspektorat aceh pada tahun 2018.
Metode penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara
langsung terhadap responden dilakukan dengan menggunakan kuesioner
Teknik Analisa Data dalam penelitian ini menggunakan Peralatan analisis
regresi linear berganda merupakan suatu teknik untuk membangun model
matematis yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh satu atau
beberapa variabel indepeden terhadap variabel dependen. Data yang
dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan satuan pengukuran satuan skala
likert dengan sampel sebanyak 42 orang responden. Hasil penelitian ini
memberikan implikasi bahwa akuntabilitas dan transparansi yang dimiliki oleh
auditor akan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi
bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh. Persamaan dengan penelitian
sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan
transparansi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan metode
penelitian yang dipakai.

Penelitian yang dilakukan Made Arie Wahyuni.?® Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui akuntabilitas, transparansi, serta mengetahui kendala apa
saja yang dialami dan mengetahui dampak jika tidak ada akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan pada tahun

2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan

KOLEGIAL Vol.6 No.2, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Desember 2018,
him. 136.

29| Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni, “Akuntabilitas dan
Tranparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan Kecamatan Seririt
Kabupaten Buleleng”, Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi, Vol. 8 No.
2,2017, him. 3.
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melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yang selanjutnya
dilakukan analisis data dengan model analisis interaktif dengan melalui tiga
tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana alokasi dana desa
didesa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang
didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Persamaan dengan
penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan
transparansi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dipakai.

Asma Nur Khoiriyah.®® Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pengaruh masing-masing variabel yaitu kepuasan muzakki, transparansi dan
akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki pada tahun
2016. Metode dan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
analisis regersi linear berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian kali ini adalah nonpropability sampling. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kedua variabel independen yaitu kepuasan muzakki dan
transparansi mempunyai pengaruh yang positif terhadap loyalitas muzakki.
Artinya semakin tinggi kepuasan muzakki dan transparansi lembaga maka
semakin tinggi pula loyalitas muzakki. Sedangkan variabel independen
akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas muzakki. Persamaan

dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang

30 Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah, "Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan
Akuntabilitas pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.
7 No. 2, Juli-Desember 2016, him.3.
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akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan
metode penelitian yang dipakai.

Martdian Ratna.3! Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
akuntabilitas, faktor organisasional, dan penggunaan sistem pengukuran
kinerja terhadap kinerja organisasi, khususnya organisasi pendidikan yang
berbentuk perguruan tinggi swasta Katolik pada tahun 2016. Metode dalam
melakukan pengambilan data penelitian menggunakan mixed method dengan
strategi sequential explanatory kemudian dianalisi menggunakan Teknik
SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas serta persepsi
tujuan yang jelas dan terukur berpengaruh terhadap peningkatan kinerja
perguruan tinggi. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama
membahas tentang akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objek penelitian
dan metode penelitian yang dipakai.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Rizky Gunawan.®? Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap
Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Pada Pemerintah Kota
Surabaya tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan Data dalam
penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu observasi, wawancara dan pencarian

data tertulis yang mendukung. Analisis data dilakukan dengan metode analisis

31 Martdian Ratna Sari, “Pengaruh Akuntabilitas, Factor Organisasional dan Penggunaan
Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia, Vol. 13 No. 2,2016 him. 13.

%2 Dimas rizky gunawan,”Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan
Akuntabilitas Keuangan Publik Pada Pemerintah Kota Surabaya” Jurnal AKRUAL Vol. 8 No. 1,
2016, him. 76.
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kualitatif yang mengacu pada siklus penelitian interaktif. Hasil dari penelitian
ini Penerapan sistem E-Budgeting Kota Surabaya sudah dapat diterapkan oleh
setiap SKPD dan kelurahan, kecamatan dan dinas. Dimulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan sistem E-Budgeting
secara keseluruhan sudah dikatakan akuntabel dan transparan berjalan dengan
baik sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas
tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya terletak pada objek
penelitian dan metode penelitian yang dipakai.

Penelitian oleh Febriana F. Albugis.®® Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam
Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi utara tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Provinsi Sulut telah
transparan dan akuntabiliti. Sistem dan Prosedur keuangan dengan dimulainya
penyusunan Neraca Awal oleh Pemerintah Provinsi Sulut telah sesuai dengan
peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Persamaan dengan penelitian sebelumnya
adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dipakai.

33 Febriana F. Albugis, “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan
Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, Jurnal
EMBA Vol. 4 No.3,September 2016, him. 80.
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Penelitian oleh Salomi J. Hehanussa.®* Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan
aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah kota Ambon tahun 2015. Metode dan
Pengumpulan Data pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode
survey melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden yang
diteliti. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji penyimpangan
asumsi Klasik dan analisis regresi berganda. Uji penyimpangan asumsi klasik
terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji
normalitas. Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian
laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan
keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan,
memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
secara baik. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama
membahas tentang akuntabilitas. Perbedaannya terletak pada objek penelitian

dan metode penelitian yang dipakai.

34 Salomi J. Hehanussa, “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas
Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Ambon”. Jurnal UNISSULA Sultan agung Islamic University, ISSN 2302-9791.Vol.
2 No.1, Mei 2015, him 138.
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Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
1 | Fitri Sukmawati pengaruh dari Penelitian ini Perbedaannya
(2019) transparansi dan memakai variabel | terletak pada objek
akuntabilitas dependen penelitian dan
terhadap Akuntabillitas dan | metode penelitian
pengelolaan Transparansi yang dipakai
keuangan desa pada
Pemerintah Desa di
Kabupaten Garut
2 Rusdi Abdul Pengaruh Penelitian ini Pada penelitian
Karim dan akuntabilitas, memakai variabel ini Variabel
Mursalim transparansi dan dependen independenya
Mursalim system pengendalian | Akuntabillitas dan yaitu kinerja
(2019) terhadap kinerja Transparansi keuangan.

keuangan.

Populasi dalam
penelitian ini
adalah Pegawai
Pendapatan
Daerah Kota
Gorontalo
Dalam penelitian
ini penarikan
sampel
menggunakan
metode sensus
yakni menjadikan
seluruh populasi
sebagai sampel
karena jumlah
populasi yang

kurang dari 100.
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Periode penelitian

ini dilakukan
tahun 2019
Zulkifli Pengaruh Penelitian ini Pada penelitian
Umar,Cut akuntabilitas dan memakai variabel ini Variabel
Fittika transparansi dependen independenya
Syawalina, dan pengelolaan Akuntabillitas dan yaitu kinerja
Khairunnisa keuangan daerah Transparansi instansi. Teknik
(2018) terhadap kinerja Analisa Data
instansi inspektorat dalam penelitian
aceh. ini menggunakan
analisis regresi
linear berganda
Periode
penelitian ini
dilakukan tahun
2018
| Putu Andi Akuntabilitas dan Penelitian ini Pada penelitian
SuarJaya Putra, tranparansi memakai variabel ini Variabel
Kadek pengelolaan alokasi dependen independenya
Sinarwati dan | dana desa (ADD) di | Akuntabillitas dan yaitu alokasi
Made Arie desa Bubunan Transparansi. dana desa
Wahyuni kecamatan Seririt Metode penelitian populasi yang
(2017) Kabupaten buleleng. | ini menggunakan dipakai dalam
deskriptif kualitatif penelitian ini

berada di desa
Bubunan
kecamatan Seririt
Kabupaten
buleleng. Periode
penelitian ini
dilakukan tahun
2017
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Indri Yuliafitri, | Pengaruh kepuasan Penelitian ini Pada penelitian
Asma Nur muzakki, memakai ini variabel
Khoiriyah transparansi dan Akuntabillitas dan | dependenya yaitu

(2016) akuntabilitas pada Transparansi

lembaga amil zakat

sebagai variabel

loyalitas. Teknik

analisis data yang

terhadap loyalitas independennya digunakan dalam
muzakki. penelitian ini
yaitu analisis
regersi linear
berganda.
Periode
penelitian ini
dilakukan tahun
2016
Martdian Ratna pengaruh Penelitian ini Pada penelitian
Sari (2016) akuntabilitas, faktor menggunakan ini Dalam
organisasional dan Akuntabillitas melakukan

penggunaan sistem
pengukuran Kinerja
terhadap kinerja

organisasi.

sebagai variabel

dependenya

pengambilan data
penelitian
menggunakan
mixed method
dengan strategi
sequential
explanatory
kemudian
dianalisi
menggunakan
Teknik SEM-
PLS. Periode
penelitian ini
dilakukan tahun
2016
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Dimas Rizky | Penerapan sistem E- Penelitian ini Analisis data
Gunawan budgeting terhadap menggunakan dilakukan dengan
(2016) transparansi dan akuntabillitas dan metode analisis
akuntabilitas transparansi kualitatif yang
keuangan publik sebagai variabel mengacu pada
pada pemerintah independennya siklus penelitian
kota Surabaya interaktif.
Periode
penelitian ini
dilakukan tahun
2016
Febriana F. Penerapan sistem Penelitian ini Hasil penelitian
Albugis (2016) | akuntansi keuangan menggunakan menunjukkan
daerah dalam pendekatan secara umum
mewujudkan kualitatif dengan | penerapan sistem
transparansi dan metode analisis akuntansi
akuntabilitas deskriptif keuangan daerah
keuangan Penelitian ini Provinsi Sulut
pemerintah daerah menggunakan telah transpara
provinsi Sulawesi akuntabillitas dan | dan akuntabiliti.
utara transparansi Periode
sebagai variabel penelitian ini
independennya. dilakukan tahun
2016
Salomi J. Pengaruh penyajian Penelitian ini Pada penelitian
Hehanussa laporan keuangan memakai ini variabel
(2015) daerah dan transparansi dan independenya

aksesibilitas laporan

keuangan daerah
terhadap

transparansi dan

akuntabilitas

pengelolaan

akuntabilitas

pengelolaan
keuangan daerah
sebagai variabel

dependenya

yaitu penyajian

laporan keuangan
daerah

dan aksesibilitas

laporan

keuangan.
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keuangan daerah

kota Ambon

Pada Penelitian
ini menggunakan
metode survei
kuesioner tanpa
dilengkapi
dengan
wawancara atau
pertanyaan lisan.
Periode
penelitian ini
dilakukan pada
tahun 2015




F. Kerangka Berfikir Teoritis
Kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka konseptual

Dana Pengembangan
Pendidikan

\ 4
Pengelolaan

Dana Pengembangan
Pendidikan

\ 4
Laporan Keuangan

Dana Pengembangan
Pendidikan
|

\ 4 h 4
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Transparansi Akuntabilitas

A 4

1. Akuntabilitas Hukum

2. Akuntabilitas Program
3. Akuntabilitas Proses

4. Akuntabilitas Kebijakan

Sumber: diolah peneliti tahun 2021
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Keterangan:

Penjelasan kerangka konseptual di atas yaitu Dana pengembangan
pendidikan merupakan dana dari perguruan tinggi/kampus yang diberikan
kepada masing-masing organisasi kemahasiswaan untuk pengembangan
institusi. Dana pengembangan Pendidikan dikelola dengan menggunakan
standart akuntansi pemerintah. Laporan keuangan dana pengembangan
Pendidikan digunakan sebagai pertanggungjawaban dimata publik dalam
pengelolaan dana pengembangan pendidikan apakah sudah menerapkan
prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana
pengembangan Pendidikan untuk mencapai Good Corporate Governance.
Menurut teori Mardiasmo menyebutkan bahwasanya terdapat empat
dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor
publik mulai dari akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas

proses dan akuntabilitas kebijakan.



